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ABSTRAK 

Dalarn Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan babwa Negara 
Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechrstaat), tidak berdasarkan atas 
kekuasaan belaka (machstaat). Ini berarti bahwa Indonesia adalah Negara 
hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung 
tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum don pemerintahan serta wujib menjunjung 
tinggi hukum dan pemerintahan itu dcngan tidak ada kccualinya. Bagi 
Bangsa Indonesia yang saat ini tengab dirundung krisis multidimensi, 
kejahatan korupsi mcnjadi pennasalahan nasional yang membutuhkan 
penanganan serius. jika tidak hendak dikatakan sebagai negara sudah dalam 
keadaan emergency. Hal ini dikatakan demikian, scbab kasus-kasus korupsi 
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah 
meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yani; tcrjadi dan jumlah 
kerugian negara, rnaupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukao 
semakio sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan 
masyarakat. Hasil survey Transparency international Indonesia (Tll) 
menunjukkan Indonesia mcrupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 
133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar, dibandingkan 
Indonesia, Nilai lndcks Persepsis Korupsi (IPK) Inddoncsia temyata lebih 
rendah daripada negara-negara tctangga scperti, Papua Nugini, Vietnam, 
Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu di tingkat dunia, oegara
oegara ber-IPK lebih buruk dari lndoncs1a merupakan negara yang st:dang 
mangalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan, dan Haiti. Salah 
satu sumber kebocoran keuangan negara adalah terjadi pada pengadaan 
barang pada instansi pemerintah yang di dalam Keppres Nomor 18 Tahun 
2000 jo Keppres Nomor 80 Tahun 2003 hanya mengatur hubungan antara 
pengguna barang dcngan penyedia barang. Dengan menggunakan pendckatan 
penilitaio yang bersifot normatif dcngan menggali beberapa aspek tentang 
pengadaan baraog dan jasa di lingkungan Pemerintahan di Sumatera Utara di 
dapat kesimpulan bahwa peluang terjadinya tindak pidana korupsi disebabkan 
oleh instrumen hukum di bidang pengadaan barang pemerintah memiliki 
bcberapa kelemahan di antaranya tentang sistem penetapan harga penaksiran 
sendiri, serta penggunaan sistem pengawasan yang hanya bersifat internal. 
Untuk melihat putusan hukum a:as tindak pidana dalam bidang pengadaan 
barang ditelaah dua putusan Pcngadilan Negeri. yak.ni Putusan PN Padang 
Sidempuan Nomor 184 ?id B/2004/PN.PSP dalam Pcrkara Proyek 
Peningkatan Pendidikan Dasar Ji Tapanuli Selatan dan Putusan PN Tarutung 
Nomor 8/Pid.B/2000/PN. T:t dalarn kasus Pengadaan Pcrtapak.an Tanah 
Kantor Bupati Toba Samosir. Dari dua kasus ini terbukti bahwa untuk 
pembuktian pcrbuatan melawan hukum secara formil dalam pcngadaan 
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barang terjadi perbedaan pandang di tingkat majelis hakim. Sebagai masukan 
kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang sebaiknya 
ketentuan tentang pengadaan barang harus dilala1kan perbaikan dengan 
melibatkan multi pihak yang berkepentingan dengan mcnetapkan standard 
harga sesuai dengan ketcntuan mekanisme pasar yang berlaku. 
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ABSTRACT 

In the Undang-Undang Dasar 1945 Constitute insists that the Indonesian 
nation is a constitutional state based (Rechlsraat), it is not based on a merely power 
(machstaat). This means that Indonesia is based on coustitutioo, hold democratic 
bases Pancasila and UUD 1945 Constitute, respect the human right highly, and treat 
all the citizen have equal position before law and the government is subject to respect 
the law and the government itself no exception. For Indonesian people currently is 
dogged by a multi dimension crisis, the corruption crimes bas become a national 
problems that require a serious handling, at least to ward off a brand with an 
emergency condition. In regard with II, the corruption cases show an increasing year 
by year. The corruption case is recognized a criminal act prevalence widely, 
according to the quantity of cases 1s noted in high and cause a very high lost of 
country, still if viewed from the quahty point the criminal act in corruption become 
more systematic and its scope is involvmg all aspects of life in society. Accordmg to 
the survey by Transparency International Indonesia (Tl/) showed that lndonesia is 
the most corrupting in 6 position out of 133 countries. On Asian r egional, if 
compared to Bangladesh and Myanmar, noted that h1donesia in the rate of the 
corruption Perception Index (IPK) in fact is lower than the neighborhood countnes 
such as Papua New Guine, Vietnma, Philippine, Mala ysia, and Singapore. To the 
world scope, the countnes with a worsf lPK rate than lodonesia has 1s perhaps the 
country having conflic t internal such as Angola, Azerbaijan, Tajikistan, and Haiti. 
One of the leaking out to state finance is occurring on the supply of goods for 
government procurement although regulated under a special rule of Keppres Number 
I 8 of 2000 jo Kepprcs Number 80 of 2003 there regulate only the relation between 
the user of goods and the suppher ln this paper with a research approaching in 
normative method there digging up several aspects about the procurement in goods 
and services found on the Provincial Government of North Sumatra by formal 
pra.c ticing then taken conclusion that tlie chance to hold a corruption with criminal act 
was offered by th e instrument of acts on the governmental procurement there found 
many weakness either concerning the system to set with owner estimate price and on 

the method to control the procurement is done internally. ln order to note the 
adjudication on a crimmal act for some procurement on goods there are interpreted at 

least two adjudicanons of City Court, name ly as an adjudication of PN-Padang 
Sidempuao Number 184/Pid.B/2004/PN-PSP in a case Project of Improvement the 
Primary Education sector m Tapanuli Selatan and an adjudication by PN -Tarutung 
Distnct Court Number 8/P1d.B!2000/PN Trt in the case Procurement of Building S11e 
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for Office of Bupati Toba Samosir On this both cases proved that by evidence seen 
an ac1 against the law fonnally 1n procurement of goods there found a difference with 
interpre1at1on on the j1•dge accordingly. II shall be recomm•;nded as an input perhaps 
to tho�e sides involved in procuremcnl of goods, urged to prepare a rule about the 
procurement of goods that must be done formally, according to the rule m 
government procurement perhaps to involve multi-side U\cluding the side interested 
to have a price standard m decision refers to the mechanism in market for the price as 

valid. 
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1. 1. La tar Belakang 

BABI 

PENDAUULUAN 

Indonesia adalah ncgara hukum konstitusi mengatur bcgitu tcgas dan 

suprcmasi hukum tcrelaborasi bcgitu jelas dalam dogma, doktrin, dan 

Undang-Undang. Seal keharusan penegakkan hukum tanpa pandaog bulu 

(equality before the law). Sementora Korupsi di Indonesia bagaikan telab 

menya1u dengan sistem (sistcmik)1• bahwa sistem tersebut sangat sulit 

ditembus. bahkan tidak mudah untuk menemukan cara untuk menembus 

sistcm tersebut dan menghancurkaonya. Banyak usulan strategi anti-

korupsi, namun nampaknya tak ada yang efektif. 

Bahkan ada anggapan lain bahwa tidaklab dapat disalahkan apabila 

sekclomp0k orang mcnganggap bahwa pemberantasan korupsi di negara ini 

merupakan sebuah mission impossible, setidaknya dalam waktu dekat ini. 

Sarana legal formal untuk mclaksanakan pemberantasan korupsi sudah ado, 

akan tetapi itu saja tidak cukup. 

1 Richard Holllo.,..ay, Memccah Belenggu KoruJ>$i Sislematik, Laporan Pcrencanaan 
Proycl Berorientasi Tujuao untuk Mengbji Slraleg.i Anli·Korupsi sec:ara Meodalam. kepada 
Kcmitn.IUl Dagi Pembaharuan Taia Pcmerin1ahan di Indonesia. Agusws 2002. Dalam laporan ini. 
digambarkan bahwa tel ah bergeser dari Mmcngonuol korupsi" ke �mcnghnncurkan Korupsi", 
menggunakan analogi menghancurkan lterajaan-kerajaan !criminal ciao mafia. Menghancurkan dan 
menumbangllan (kata lnggns Subverf). Selain itu, Indonesia dalam haJ korupsi dibandingltan 
dengian nepra-oegara belw Uni Soviet (FSU). Ntg111a-negara terscbut tampkanya juga 
menplaml korupsi sistematilc. Bank Dunia belum lama ini bersclang men,pkui bahwa stralegi 
mereka dalam memerangi korupsi FSU tidalt berjalan dengan ba1k dan perlu perbaikan. 
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Mental amtude yang pennisif terbadap korupsi sudab terlanjur 

merusak dan marak,2 talc mungkin diubah daJam waktu singkat betapapun 

berat ancaman sanksinya. Namun bal ini tentu tidak boleb menyurutkan 

keinginan sebagian besar masyarakat untuk memberantas korupsi, kolusi 

dan nepotisme yang bila tidak dilakukan akan menggcrogoti ncgara 

sehingga terperosok makio parab. 

ltulab yang ri il terjadi. Kekuasaan lebih utama dari hukum. Produk 

legislasi lebih mencerminkan kemauan peoguasa daripada keheodak rakyat. 

Kekuasaan dao hukum, praktis menjadi dua entitas yang meojaJin diri 

dengan saogat menyatu, dimana hukum dibuat dan disahkan oleh kesadaran 

kekuasaan sebagai anak sulung yang senantiasa menerobos ke celah-celah 

yang mudab direkayasa sehingga hukum lebib dirasakan sebagai alat 

pcnguasa, ketimbang sebagai kontrol kekuasaan 3• 

Variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum refrcsif ya1tu : peran 

paksaan dalam hukum, hubungan hukum dan politik, negara, moral serta 

diskresi dan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum.4 Sistem hukum 

yang demikian tak pcmab lagi memunculkan wajah hukum yang memihak 

1 Harkristuri Harkrisnowo. "'Korupsi, Konspirasi dun Ktad//on di Jndon�sia", Salah saru 
nilisan pada Dictum: Jumal Kajian Purusan Pengadilan, Lei P. l::disi I, Tahun 2002, halaman 71 

' S Brodjo Soedjono, l'Ytakalah dengao judul ··11,,kwn Refi"e:sif dan Sistem Produltsl 
Hukumyang ndak Demokrotl.$'". halaman IS7 Jumal Hukum: lus Qui a lustUm, &fui No: 13 Vol 
7, 2000, Jakana. 

• Hukum Refrcsif, yairu sebagai alat kekuasaan rcpresif. Tipe hukum lni benujoon 
mempertahanlc.an Slatus quo penguasa yang kerap kali ditcrapkan deog;in dalih menjamin 
keteniban. Dcng;io demikian bukum ioi dirwnuskan S«ara rinc1 uoruk mcngikat setiap orang. 
kecuah penguasa pembual hulcum. 
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